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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan judul
“Tinjauan Fikih Siasah terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, yang
bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: Bagaimana terhadap penentuan
presidential threshold berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum? bagaimana tinjauan fikih siasah terhadap penentuan
presidential threshold berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum?

Data penelitian dikumpulkan dengan pembacaan dan pencatatan data
pustaka kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam
bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder
yang membahas mengenai pokok permasalahan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, setelah ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, presidential
threshold berubah menjadi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah
secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Kebijakan tetap
diberlakukannya presidential threshold ialah memperkuat sistem presidensial,
karena akan memaksa partai politik supaya melakukan konsolidasi politik
sehingga muncul gabungan partai politik pendukung presiden; kedua, konsep
presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum belum dikenal dalam kajian fikih siasah khususnya dalam
proses suksesi pemimpin negara. Melainkan terdapat mekanisme pemilihan
kepemimpinan dengan dua cara yakni pemilihan atau pengangkatan dilakukan
oleh dewan formatur ah/u al-hal wa al-‘agdi dan pengangkatan yang dilakukan
dengan cara pencalonan oleh khalifah pendahulunya..

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Pemilu serentak adalah konsekuensi
Putusan MK yang ditindaklanjuti dengan UU Pemilu, sehingga prosesnya
memang telah menempuh prosedur secara hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai
kekuasaan kehakiman melakukan tugasnya menguji UU terhadap UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, DPR selaku legislatif dan Presiden selaku
eksekutif telah menindaklanjuti dengan pembuatan UU pemilu sesuai
kewenangan mereka sehingga prosedur secara hukum telah dilaksanakan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan
sistem demokrasi. Hal ini tampak pada bunyi Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI) Tahun 1945
Pasal 1 ayat 2 yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya bahwa Indonesia
mengakui dan menghormati akan adanya Hak Asasi Manusia (selanjutnya
disingkat HAM) untuk memberikan apresiasi terhadap negaranya dengan

bebas selama tidak bertentangan dengan undang-undang.'

Dalam pengertian, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang
terdiri dari dua kata yaitu “demos’ yang berarti rakyat atau penduduk
suatu tempat dan “cratein’ atau “cratos’ yang berarti kekuasaan atau
kedaulatan. Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata tersebut yakni
demos-cratein atau demos-cratos yang memiliki arti suatu sistem
pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, bisa dipahami
dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.? Artinya, segala bentuk

kekuasaan itu berasal dari rakyat, rakyatlah yang menentukan dan

! Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2.
2 Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN
Jakarta. 2000), 110.



memberi arah yang sesungguhnya dalam penyelenggaraan kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Dalam perkembangannya konsepsi demokrasi sangat terkait
dengan negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, yang memerintah
adalah hukum bukan manusia. Hukum dimaknai pada hierarki tatanan
norma yang nanti berpuncak pada suatu konstitusi. Hal ini mempunyai
arti bahwa dalam sebuah negara menghendaki adanya supremasi
konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari
konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi
karena konstitusi adalah wujud dari perjanjian sosial tertinggi.
Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia
tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual,
melainkan harus bersama-sama. Maka, dibuatlah perjanjian sosial yang
berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang
bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan
perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut
diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu
negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara

konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. 3

3 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta Timur: Sinar
Grafika, 2012), 200-201.



Tercatat dalam sejarah, demokrasi di Indonesia telah mengalami
pasang surut dan perkembangannya dibagi dalam empat periode, yaitu:*
pertama, Periode Demokrasi Konstitusional (1945-1959), yakni masa
demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada
masa itu sehingga dinamai demokrasi parlementer. Ini ditandai dengan
berlakunya sistem parlementer sebulan sesudah kemerdekaan dan
diperkuat lagi dengan Undang-Undang Dasar 1949 (UUD 1949) dan
Undang-Undang Dasar 1950 (UUD 1950). Pada masa ini kekuatan
pemerintah mulai lemah dan terjadi ketidak stabilan dalam lembaga
negara, karena partai politik yang tidak dapat bertahan lama. Akhirnya,
dengan hal itu mendorong Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5
Juli yang menentukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer

berakhir.

Kedua, Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1960) yang berwujud
dengan dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik,
berkembangnya pengaruh komunis, dan peranan ABRI semakin meluas
sebagai unsur sosial-politik. Dan banyak aspek yang menyimpang dari
demokrasi konstitusional yang secara formil menjadi landasannya,
melainkan menunjukkan aspek demokrasi rakyat. Terlepas dari itu

pemerintah mendirikan badan-badan ekstra konstitusional sebagai

* Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 127-

135.



fasilitas kegiatan pihak komunis. Ada pula politik mercusuar yang
menambah suramnya keadaan ekonomi. Alhasil, G 30 S/PKI mengakhiri
periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa demokrasi

Pancasila.

Ketiga, Periode Demokrasi Pancasila (1965-1998) atau Orde Baru.
Landasan formal dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, serta Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Serikat. Dalam wusaha untuk meluruskan kembali  penyelewengan-
penyelewengan yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. Dengan
usaha seperti itu, terjadilah pemusatan di atngan presiden. Presiden
menjelma sebagai tokoh yang paling dominan, berkuasa, dan mengatur
segala tata pemerintahan. Sehingga menarik perhatian mahasiswa untuk
membentuk kelompok-kelompok guna ingin menurunkan Soeharto dari
kursi presidennya. Melihat politik seperti ini, akhirnya Presiden Soeharto
memutuskan untuk mundur sebagai presiden yang diikuti dengan

berakhirnya masa orde baru.

Keempat, Periode Reformasi (1998-Sekarang). Pada masa ini,
Bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi,
yakni dengan proses pendemokrasian sistem politik sehingga dapat
membentuk kebebasan rakyat, menegakkan kedaulatan rakyat, dan
lembaga wakil rakyat DPR bisa mengawasi lembaga eksekutif.

Selanjutnya yakni melakukan pemilu untuk kepala daerah yang diatur



dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah kemudian diikuti dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden
pada tahun 2004 yang menjadi tonggak sejarah politik karena terpilihnya
presiden dan wakil presiden didahului terpilihnya legislatif.Dengan
demikian, demokratisasi dikatakan telah berhasil dibentuk oleh

pemerintah Indonesia.

Dari ke-empat periode tersebut salah satu keberhasilan dari proses
demokratisasi ialah dengan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan
jawaban konkrit dari adanya proses demokrasi dari rakyat dalam
menentukan para pemimpin dan jajarannya di kelembagaan negara.
Menurut Dahlan Thaib, pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat
urgensi dalam negara berpaham demokrasi yang mana rakyat bisa ikut
berperan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.
Sedangkan menurut Jimly Asshiddigie, dengan pemilu diharapkan
kepentingan rakyat bisa tersentuh dan turut menentukan proses kebijakan
kenegaraan.’ Melihat dari uraian tersebut, menurut Jimly Asshiddigie

pemilu bertujuan untuk:®

1. Memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan
secara tertib dan damai,

2. Memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili
kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

3. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;

4. Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

> Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih
Siyasah (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 156-157.

¢ Jimly Asshiddiqgie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2013), 418-419.



Pemilihan umum adalah peristiwa politik yang kompleks.
Kompleksitas itu tercermin dari jumlah jabatan yang dipilih, sistem
pemilihan yang digunakan, dan manajemen pelaksanaan tahapan.
Kompleksitas pemilu di Indonesia memang tak terhindarkan. Negara ini
menggunakan sistem pemerintahan presidensial, sehingga tidak hanya
membutuhkan pemilu parlemen nasional tetapi juga pemilu presiden.
Pasca Perubahan UUD 1945 sepertinya hanya ada tiga pemilu, yaitu
pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada. Namun sesungguhnya
dalam kurun lima tahun bisa digelar tujuh pemilu: pemilu legislatif,
pemilu presiden putaran pertama, pemilu presiden putaran kedua, pemilu
gubernur putaran pertama, pemilu gubernurputaran kedua, pemilu
bupati/walikota putaran pertama, dan pemilu bupati/walikota putaran
kedua.” Hal ini tersurat dan tersirat dalam Pasal 22E Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan
bahwa:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai
politik.

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Daerah adalah perseorangan.

5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

7 Indra Pahlevi dan Prayudi, dkk., Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
(Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2015), iv-v.



6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan
undang-undang.

Sedangkan dalam sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad,
pemilihan umum sudah terjadi, melainkan dahulu bukan namanya pemilu
tetapi musyawarah dan mufakat untuk memilih pemimpin yang sesuai
dengan hukum syariah. Pada saat itu, pemimpin negara tertinggi disebut
sebagai imam dan khalifah. Menurut al-Mawardi, imamah dibutuhkan
untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan
mengatur dunia. Pemberian jabatan 7mamah kepada orang yang mampu
menjalankan tugas pada umat adalah wajib. Dalam buku Imam Al-
Mawardi dikatakan ada sekelompok orang berpendapat bahwa
pengangkatan imamah hukumya wajib berdasarkan akal, sedangkan
kelompok lain berpendapat bahwa pengangkatan imamah hukumnya
wajib berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Akal hanya
menghendaki hendaknya setiap orang dari orang-orang berakal
melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan pemutusan
hubungan, kemudian ia berkehendak atas akalnya sendiri bukan akal
orang lain. Sedangkan syariat menghendaki bahwa segala persoalan itu
harus diserahkan pada pihak yang berwenang dalam agama.® Allah

berfirman.

e AT ol Jptap gt i e g

8 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelengaraan Negara dalam
Syari’at Islam (Bekasi: PT. Darul Falah, 2016), 1-2.



Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul,
dan ulil ‘amri di antara kalian....

Pada ayat tersebut Allah telah mewajibkan kita mentaati uli al-
‘amri di antara kita dan uli al-‘amri yang dimaksud adalah para imam
yang memerintah kita. Jadi, apapun alasannya pemimpin di sebuah
negara itu penting untuk menjamin kebutuhan hidup kita. Karena
kepentingannya seorang pemimpin harus benar-benar kehendak rakyat.
Apalagi dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Harus menjadi
seorang pemimpin bagi dirinya dan rakyatnya. Mampu menjadi mediator
antara rakyat dan pemerintah. Salah satunya dengan adanya pemilihan

umum tadi.

Sebelumya tadi juga dijelaskan bahwa dalam pemilu yang dipilih
tidak saja wakil rakyat melainkan juga para pemimipin pemerintahan dan
negara yang bisa dikatakan sebagai presiden. Di Indonesia perlu adanya
pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden supaya presiden
dan wakil presiden mempunyai legitimasi yang kuat karena dukungan
suara yang diperoleh dari rakyat harus lebih dari 50% secara nasional.
Bisa dilihat dalam sejarah demokrasi yang mana apabila pemilihan
presiden dan wakil presiden dilakukan oleh kehendak Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Bisa jadi, apa yang menjadi kehendak Majelis

Permusyawaratan Rakyat berbeda dengan konfigurasi rakyat.’

 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2010), 138-140.



Hal ini sudah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22
e ayat 2 dikatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” .
Didukung dengan dasar filosofis yang tertuang dalam konsideran poin a
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang
dinyatakan “bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan
nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun
1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk
menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis
berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”. Kemudian dilanjut dengan poin b yaitu “bahwa
pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.'® Dalam konsideran
tersebut dapat dipahami bahwa pemilu di kursi DPR dan kursi presiden
dan wakil presiden dilakukan secara serentak pada tahun 2019 nanti.
Disini muncul persoalan baru mengenai sistem perhitungan dan jumlah
suara yang digunakan untuk maju sebagai presiden oleh partai politik di

kursi DPR sedangkan pemilu dilakukan serentak.

19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
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Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum telah diatur tentang berapa batas perolehan suara minimal (atau
yang disebut dengan presidential threshold yang harus dipenuhi oleh
partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil
presiden. Hal ini tertuang dalam pasal 222 yang dirumuskan bahwa
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh
25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu
anggota DPR sebelumnya. Ini artinya untuk bisa maju mengusung
pasangan calon presiden, dari setiap partai politik harus memenuhi angka
presentase tersebut, apabila tidak tercapai maka akan digunakan suara sah
nasional pada periode pemilu DPR sebelumnya, yakni hasil pemilu DPR
2014. Hal itu serasa terdapat pembatasan terhadap hak partai politik,
karena perolehan suara untuk 20% tidak mungkin dilakukan sebab
diadakan serentak. Jadi, secara otomatis perolehan suara periode 2014
yang digunakan. Kalau memang seperti itu berarti yang 20%

kemungkinan bisa dihapuskan karena sudah tidak bisa dijalankan.

Dengan adanya presidential threshold tersebut sedikit banyak
sudah menimbulkan perselisihan antar rakyat dan pemerintah selaku
pembuat aturan. Karena selain timbul perselisihan, timbul pembatasan
hak partai politik, juga terjadi kerancuan hukum. Yang mana hasil

perolehan suara pemilu DPR yang sudah digunakan pada pemilihan
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presiden dan wakil presiden tahun 2014 akan digunakan kembali di tahun
2019, alhasil bisa diperkirakan siapa saja yang bakal maju untuk
mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam Al-

Qur’an sudah difirmankan oleh Allah:

£ oz
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Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah,
dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat
Allah kepadamu ketika kamu dulu (masa jahiliyah) bermusuh-
musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah
kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan
kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah
menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat
petunjuk.!!

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka Penulis tertarik
untuk membahas tentang penentuan presidential threshold dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta
bagaimana penentuan ambang batas tersebut dilihat dari prespektif fikih
siasah. Dengan demikian, Penulis memaparkan permasalahan ini dalam
skripsi yang berjudul: “Tinjauan Fikih Siasah terhadap Penentuan
Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum”.

11.QS. Ali Imron (3): 103
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B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan wuraian latar belakang mengenai penentuan
presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, maka terdapat beberapa masalah yang

teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

a. Tidak ada aturan hukum yang mengatur secara jelas mengenai
boleh tidaknya diberlakukan kembali penetuan presidential
thresholdperiode sebelumnya;

b. Pemberlakuan kembali aturan penentuan presidential threshold
yang sudah digunakan pada periode sebelumnya dalam konteks
fikih siasah,;

c. Penentuan suara terhadap presidential threshold dalam konteks
fikih siasah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar penelitian bisa
fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang akan
diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah seabagai

berikut:

a. Penentuan presidential threshold berdasarkan UU Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum.
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b. Tinjauan fikih iasah terhadap penentuan presidential threshold
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang dan pembatasan masalah
di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini

ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan presidential threshold berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

2. Bagaimana tinjauan fikih siasah terhadap penentuan presidential
threshold berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan ringkas mengenai penelitian atau
kajian yang sudah pernah dilakukan terhadap masalah yang akan diteliti
sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukanlah

pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.'> Dalam hal

12 Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.
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ini penelitian terdahulu yang membahas tentang presidential threshold

antara lain:

1.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Nila Dara Mustika dari Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam skripsinya
yang berjudul “Implikasi Presidential Threshold dalam Pemilu
Serentak 2019 (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum)”. Dalam simpulan skripsi yang ditulis,
menjelaskan  bahwa ketentuan presidential  threshold untuk
mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tida bisa
digunakan dalam pemilu serentak 2019, dan apabila menggunakan
suara sah nasional pemilu 2014 itu tidak tepat dikarenakan tidak
menggambarkan kondisi peta politik yang faktual.
Penelitian yang kedua ini ditulis oleh Mohammad Ghoza Farghani
dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta dalam tesisnya yang berjudul “Presidential Threshold
dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013”.
Dalam simpulan tesis ini memaparkan bahwa:
a. Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya pemilu serentak 2019
adalah amanat dari Konstitusi. Putusan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah  Konstitusi  tersebut  bukanlah  permasalahan

konstitusionalitas, melainkan merupakan pilihan penafsiran
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konstitusional yang terkait dengan konteks pada saat putusan itu
dibuat.

b. Implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-X1/2013 ialah penghapusan presidential threshold dalam
pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh
partai politik. Sehingga membuka jalan bagi setiap warga negara
untuk mengajukan diri sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden sepanjang diusung oleh partai politik atau gabungan

partai politik.

Sedangkan skripsi yang Penulis lakukan ini nantinya akan
membahas mengenai bagaimana sistem penentuan ataupun
perhitungan terhadap presidential threshold disaat pemilu serentak
2019. Dan tinjauan fikih siasah terhadap penentuan presidential
threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan presidential threshold berdasarkan UU

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
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2. Untuk mengetahui tinjauan fikih siasah terhadap penentuan
presidential threshold berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian yang diperoleh dalam

pembahasan mengenai penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teorits diharapkan mampu
memberikan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan di bidang
tata negara khsususnya dalam konsep presidential threshold di pemilu
Indonesia nantinya agar lebih tereksplisit lagi. Dan bisa dijadikan
referensi awal munculnya penelitian yang menciptakan teori-teori

tentang hal tersebut oleh khalayak umum.

2. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan atau
sumbangan bagi masyarakat dalam memandang kemana arah hukum
yang ada di Indonesia, sehingga dapat berpikir cerdas dalam
menghadapi suatu permasalahan yang ada. Selain itu, untuk lembaga
yang berwenang membuat undang-undang diharapkan mampu

menjadi pemahaman dalam rangka pembuatan produk hukum beserta
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implikasi yang akan terjadi dari hasil produk tersebut. Sedangkan bagi
aktivis hukum diharapkan mampu memfilter sistem hukum pemilu
khususnya presidential threshold agar tidak terjadi kerancuan hukum

pada penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini memuat tentang penjelasan mengenai
pengertian yang bersifat operasional dari konseo/variabel penelitian
sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur
variabel tersebut melalui penelitian.!’ Sesuai dengan judul penelitian
yakni “Tinjauvan Fikih Siasah terhadap Penentuan Presidential threshold
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum”, maka definisi operasional yang dipaparkan adalah sebagai

berikut:

1. Tinjauan fikih siasah adalah padangan dengan menggunakan ilmu
yang mempelajari seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara
dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang
dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar
ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.'* Jadi,

dapat dipahami bahwa fikih siasah ini merupakan salah satu aspek

13 Ibid., 9.
14 J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran) (Yogyakarta: Penerbit
Ombak, 2014), 28.
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hukum Islam yang membahas tentang apa-apa yang berhubungan
dengan pengaturan manusia dalam bernegara.!’

2. Presidential Threshold adalah pengaturan mengenai batas perolehan
suara minimal dari partai politik atau gabungan partai politik dalam
mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
adalah perundang-undangan yang mengatur mengenai segala hal yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Fikih Siasah terhadap Penentuan
Presidential threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum” merupakan penelitian pustaka dengan media
buku, jurnal, turan perundangan, dokumen terkait guna untuk
memecahkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Adapun metode yang dilakukan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah
penelitian normatif. Yang dimaksud dengan penelitian normatif
yaitu suatu penelitian hukum yang objek kajiannya adalah

seperangkat aturan atau norma, hal ini bisa dikatakan sebagai kajian

15 Muhammad Igbal, F7kih siasah(Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), 4.
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ilmu hukum. Di dalam penelitian ini yang dilakukan ialah untuk
menelaah hukum secara konkrit untuk memecahkan persoalan-
persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. '°

2. Data yang dikumpulkan

Untuk memecahkan isu hukum pada penelitian tentang
presidential threshold, maka diperlukan pengumpulam data-data yang
mendukung. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data

sekunder.

a. Data primer
Data yang dipergunakan dalam penentuan presidential
threshold ialah segala ketentuan atau peraturan yang mengatur
tentang presidential threshold.
b. Data sekunder
Data yang digunakan dalam tinjauan fikih siasah terhadap
penentuan presidential threshold dari beberapa media baik
pemikiran dalam buku, jurnal, komentar dari artikel, skripsi dan
sejenisnya.

3. Sumber data

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan
beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan

penelitian. Dilihat dari sumbernya, pengumpulan data dapat

16 Johnny Ibrahim, 7Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia
Publishing, 2007), 45-51.
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menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer
adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti itu
sendiri, sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang tidak
langsung diperoleh oleh peneliti, melainkan dari orang lain atau

dokumen.

a. Sumber primer

Dari penelitian ini maka sumber primer yang di
temukan terdiri dari risalah naskah akademik rancangan
undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu dan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Sumber sekunder

Berdasarkan penelitian ini maka sumber sekundernya
antara lain skripsi, jurnal, dan buku serta dokumen lainnya

yang berkaitan dengan presidential threshold, seperti:

1) Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar
Demokrasi, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

2) Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2008.

3) Lutfil Anshori, 7elaah Terhadap Presidential Threshold
dalam Pemilu Serentak 2019, Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 1,

Juni, 2017.
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4) Jimly Asshiddiqgie, Memperkuat Sistem Pemerintahan
Presidentil, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas
Negeri Jember ke-47, Jember, Senin, 14 November, 2011,
03.

5) Mahfud MD, Moh. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca
Amandemen Konstitusi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2010.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
ialah teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan
bahan-bahan yang diperlukan, yang diperoleh dari media tulis seperti
buku, jurnal, artikel, perundangan, dan atau bacaan lain yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini
Penulis mencari, mengumpulkan, membaca, merangkum, dan

memfilter yang relevansi dengan pokok permasalahan.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada
tiap tahap penelitian yaitu reduksi data, pengujian data dan menarik
kesimpulan. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum kembali

catatan-catatan lapangan dengan memilih hal-hal yang pokok dan
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difokuskan kepada hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah

presidential threshold.

Sistematika Penulisan

Dengan adanya sistematika penulisan ini supaya lebih mudah
untuk memahami arah pembahasan skripsi secara keseluruhan. Adapun

sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pendahuluan tentang pendahuluan yang membahas mengenai
pemaparan latar belakang yang berisi sebab akibat munculnya pokok
permasalahan guna sebagai pengantar dalam memahami isi penulisan.
Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah dan batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab kedua berisikan landasan teori dalam melakukan penelitian.
Teori-teori yang diuraikan ialah tentang konsep fikih siasah yang
nantinya akan digunakan untuk menganalisa isi pembahasan selanjutnya.
Yang meliputi pengertian fikih siasah, ruang lingkup fikih siasah,
pendekatan kajian fikih siasah, dan hal-hal yang relevan dengan fikih

siasah. Termasuk konsep imamabh.
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Bab ketiga tentang data hasil penelitian ketentuan presidential
threshold berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum dan mengumpulkan data tentang sistematika
pengusungan calon dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 juncto

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.

Bab keempat tentang analisa fikih siasah terhadap ketentuan
presidential threshold berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum.

Bab kelima tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran.
Kesimpulan ini dilakukan guna untuk meringkas dari semua pembahasan
sehingga tidak keluar dari pokok permasalahan. Sedangkan saran guna
untuk memberikan pendapat, usul, terhadap pokok permasalahan untuk

dijadikan pertimbangan kedepannya.



BABII

TINJAUAN FIKIH STASAH TERHADAP KONSEP PROSEDUR SUKSESI
PEMILIHAN PEMIMPIN

A. Fikih Siasah

Kata fikih berasal dari kata bahasa arab yaitu fagaha-yafgahu-
fighan. Dari segi bahasa, fikih artinya “paham yang mendalam”.

Sedangkan menurut istilah adalah:
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[lmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang
bersifat alamiyah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci'

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fikih adalah upaya
sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syarak
sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Dengan hal itu fikih juga
disebut dengan hukum Islam. Pemahaman terhadap hukum syarak dapat
mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kondisi manusia
itu sendiri, karena mengalami perubahan menjadikan sifat fikih menjadi
masalah ijtihad. Di dalam fikih banyak hal yang sudah diatur olehnya,
selain mencakup pembahasan manusia dengan Tuhannya atau biasa
disebut dengan ibadah, fikih juga berbicara tentang aspek kehidupan

manusia dengan sesamanya secara luas, yang diartikan sebagai muamalah.

! Muhammad Igbal, Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Penerbit
Gaya Media Pratama, 2001), 2-3.

24
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Termasuk didalamnya pembahasan tentang siasah

(politik/ketatanegaraan).?

Sedangkan siasah berasal dari kata bahasa Arab juga yakni sasa-
yasusu-siyasah yang artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau
membuat keputusan”. Dalam hal ini bisa dipahami dengan pemerintahan,
pengambilan keputusan, pengurusan, pengawasan, dan pembuat

kebijakan.? Selain itu, pengertian istilah dari siyasah adalah:

Ibn ‘Aqil, sebagaimana dikutip Ibn Qayyim menakrifkan:

skl o daily o I Sl 2 aas 535 M 6K L i

VR
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Siasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih
dekat kepada kemaslahatan, dan lebih jauh dari kemafsadatan,

sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah
pula tidak menentukannya*

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siasah adalah
“pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban
dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma’luf
memberikan batasan bahwa siasah adalah “membuat kemaslahatan
manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Lain halnya
Ibn Manzhur, mengartikan bahwa siasah ialah mengatur atau memimpin

sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.

2 Ibid.

3 A. Djazuli, Fikih Siyasah: Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah
(Jakarta: Kencana, 2003), 25-27.

4 Ibid.
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Dari pengertian-pengertian yang sudah dipaparkan dapat
disimpulkan bahwa fikih siasah adalah suatu hukum Islam yang mengatur
segala aspek kehidupan manusia dalam bernegara guna untuk mencapai
kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam fikih siasah ini, ulama’ mujtahid
menggali sumber-sumber hukum Islam dari Alquran dan Sunnah, guna
untuk menemukan hukum-hukum yang tersirat di dalamnya sesuai dengan

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.’

Untuk objek kajian fikih siasah dibagi menjadi tiga bagian saja,

antara lain:

1. Siyasah dusturiyyah (pengaturan perundang-undangan), yang
meliputi tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan
oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh
eksekutif.

2. Siyasah kharijjiyyah (politik luar negeri), meliputi hubungan
keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-
muslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional),
menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang-
piutang. Selain itu juga mengatur hubungan diplomatik antara negara
muslim dan negara non-muslim atau bisa disebut dengan hubungan
internasional, yang mencakup kebijaksanaan negara mengangkat duta

dan konsul dan masalah peperangan.

5 Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah...., 4.
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3. Siasah Maliyyah (politik keuangan dan moneter), meliputi sumber-
sumber keuangan, pengeluaran dan belanja negara, perdagangan

internasional, pajak, dan perbankan. ¢

B. Teori Maslahah Mursalah dalam Fikih Siasah

Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fikih siasah
tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Hal ini menjadi acuan
serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini,
sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di
dunia Islam. Terlepas dari pada itu, fikih siasah merupakan hukum Islam
yang objek pembahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan,
fikih siasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum
internasional, dan hukum ekonomi. Tetapi, apabila dilihat dari sisi
hubungan, maka fikih siasah berbicara tentang hubungan antarrakyat dan
pemimpin-pemimpin yang berperan sebagai penguasa yang nyata dalam
suatu negara. Diantara kaidah-kaidah fikih yang dapat dijadikan pola

untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik antara lain adalah:

ST pag oY a5 Y

6 Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah: Kontekstualisasi ..., 13-14.
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Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena
perubahan zaman’

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa fatwa hukum atau
adanya peraturan hukum bersifat tidaklah kaku, akan tetapi ia berubah-
ubah dan fleksibel sesuai dengan perubahan waktu, ruang, kondisi, niat

dan manfaat yang ditimbulkan.

Jsdaadly by e Je alsli (s

Tindakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai
dengan kemaslahatan®

Kaidah ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus
berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti hawa nafsunya
dan keinginan keluarga atau keinginan kelompok. Jadi setiap kebijakan
yang diputuskan haruslah maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah
yang juga harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai
atau evaluasi kemajuannya.” Sebab, pemimpin adalah pengemban amanah
penderitaan rakyat, sehingga apabila dalam pengambilan suatu kebijakan
yang berhubungan dengan rakyat tidak boleh menyimpang dari syariat

Islam.

i s e 33 aadizs

7 Juliansyah Zen, “Kaidah Fighiyyah”, dalam http:/juliansyahzen.blogspot.com/2012/01/kaidah-
fighiyyah.html, diakses pada 22 April 2018.

8 Imam Tajjuddin Abd al Wahab al-Subki, al-Asybih wa al- Nazha’ir (Beirut: Dar al-Kutub al-
llmiyah, 1991), 137.

 Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Prespektif Kaidah-kaidah Fikih”, Madania, No. 1,
Vol. XVII (Juni, 2014), 110.
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Menghindari mudharat (bahaya) harus lebih diutamakan dari
meraih manfaat'”

Dalam kaidah tersebut dapat dipahami bahwa menolak mudharat
atau bahaya itu lebih baik dari pada menerima manfaat. Disini lebih
dijelaskan lagi apabila maslahat dan mafsadatnya seimbang, maka saat itu
menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan yang
ada. Tetapi apabila maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan
mafsadatnya, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada

menghindari mafsadatnya.

C. Siyasah Dusturiyah

Dalam fikih siyasah, kata “dustur’” ini berasal dari bahasa Persia
yang artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang
politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini
digunakan untuk menunjukkan anggota kependataan (pemuka agama)
Zoroaster (Majusi). Namun, setelah mengalami penyerapan bahasa ke
dalam bahasa Arab, kata dusturi tersebut berubah definisinya menjadi
asas dasar atau pembinaan. Sedangkan menurut istilah, berarti kumpulan

kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama

1 Tmam Tajjuddin Abd al Wahab al-Subki, al-Asybah...., 139.
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anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis

(konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).!!

Di dalam kurikulum Fakultas Syariah digunakan istilah fikih
dusturi yang artinya prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara
manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-
peraturannya, dan adat-adatnya. Abul A’la al-Maududi menakrifkan
bahwa dustur adalah suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok
yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dari beberapa definisi
diatas dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan constitution
dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa
Indonesia, kata-kata “dasar’ tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata

dustur di atas.

Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah fikih siasah yang
membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-
nilai syariat. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya
yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat
yang diebutkan dalam Alquran dan hadis, baik mengenai akidah, ibadah,
akhlak, muamalah, maupun yang lainnya !> Dari situlah siyasah
dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari fikih siasah yang membahas
tentang perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik lingkup

pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk

' Muhammad Iqbal, Fikih Sivasah: Kontekstualisasi..., 36.
12 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,
2013), 22-25.
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pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan

mengenai pembagian kekuasaan.

Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang
mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu
tangan yakni kepala negara, bahkan perkataan dan perbuatannya adalah
undang-undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang

sebagai peraturan pelaksana.'’

Dari sini dapat dilihat bahwa pembahasan yang masuk dalam
siyasah dusturiyah antara lain: pertama, siyasah tasyri’iyah, termasuk di
dalamnya persoalan ahlu al-hall wa al- ‘aqdi, perwakilan rakyat. Hubungan
muslimin dan non-Muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar,
undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
Kedua, siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah,
bai’ah, wizarah, waliy al-ahdi. Ketiga, siyasah gadha’iyah, termasuk di
dalamnya masalah-masalah peradilan. Keempat, siyasah idariyah,

termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

D. Pengertian /mamah

Dalam fikih siyasah, kata imamah, khilatah, al-imamah al-uzhmaa,

atau fmaaratul mu’minin mempunyai arti yang sama dan menunjukkan

BIbid., 24.
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pengertian sebuah fungsi yaitu kekuasaan pemerintahan tertinggi. Istilah
imamah lebih banyak digunakan oleh kalangan Syi’ah, sedangkan istilah
khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Tetapi
itu tidak menjadi penghalang untuk adanya seseorang yang mampu
menangani urusan-urusannya, mengurusi perkara-perkaranya, serta

melindunginya dari gangguan musuh.'4

As-Sa’d at-Taftazani mengatakan bahwa khilafah adalah
kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia menggantikan Nabi
Muhammad Saw.. Sementara al-Mawardi mengatakan imamah diletakkan
untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur
urusan dunia. Ad-Dahlawi juga mengatakan bahwa imamah adalah
kepemimpinan umum dalam rangka untuk menegakkan agama dengan
menghidupkan dan memvitalisasi ilmu-ilmu agama, menegakkan rukun-
rukun islam, melaksanakan jihad, menegakkan fungsi peradilan,
menghapus berbagai bentuk ketidakadilan, amar makruf nahi mungkar

mewakili Nabi Muhammad Saw.!>

Di lain pandangan, Ibnu Khaldun menyampaikan sudut pandang
yang berbeda dari yang lain yakni mencoba mendefiniskan peran dan
fungsi imamah dengan mengatakan bahwa khilafah adalah sarana untuk
membawa seluruh umat kepada hal yang sesuai dengan pandangan syarak

dalam hal kemaslahatan ukhrawi dan kemaslahatan duniawi mereka yang

14 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8 (Jakarta: Gemas Insani, 2011), 277.

15 Tbid.
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ujungnya kepada kemaslahatan ukhrawi. Hal ini karena pada hakikatnya
khilafah adalah posisi yang berfungsi mewakili dan menggantikan pemilik
syarak dalam menjaga agama dan mengelola urusan dunia dengan

menggunakan dasar agama.

Terlepas dari itu adanya seorang imamah dalam syariat merupakan
kewajiban yang harus diadakan oleh manusia. Ibnu Taimiyah pun
mengatakan bahwa mengurus dan mengatur perkara manusia termasuk
kewajiban agama yang paling agung, bahkan agama tidak akan tegak
kecuali dengan itu. Karena dari sebagian manusia dengan yang lainnya

saling membutuhkan ketika mereka hidup bersama. Rasulullah bersabda:

PI9350 40 @ B 755 130
Apabila ada tiga orang melakukan suatu perjalanan, hendaklah

mereka menunjuk salah satu di antaranya sebagai pemimpin
mereka'¢

a/“/ 08 (% o}’s) il W f:o)}ﬂ/fﬁ)a °/a}°//
....é\y&‘\.@g;ﬂgtd\j gﬁ}g\vﬁyo‘%g%é&w

Setelahku nanti, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin. Ada
pemimpin yang baik dan ada pemimpin yang buruk....!”7

Untuk menjadi pemimpin, para ulama menetapkan ada tujuh
syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang dicalonkan sebagai
pemimpin. Adapun kriteria-kriteria legal yang harus dimiliki seorang

pemimpin, antara lain:

16 Thid., 278.
17 Ibid., 280.
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[Imu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-
kasus dan hukum-hukum. Jadi dia ia harus memiliki
kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas keilmuan yang
memadai. Guna untuk menghadapi kondisi zaman yang selalu
mengalami perubahan dan perkembangan politik, ekonomi,
sosial, dan budaya yang terjadi di dalamnya.

Kapasitas fisik yang memadai, yaitu memiliki indra
pendengaran, penglihatan dan lisan yang normal dan masih
berfungsi dengan baik. Selain itu juga harus memilik anggota
tubuh yang normal sehingga mampu melakukan aktivitas
secara baik dan cepat.

Harus memiliki kompetensi dan kapasitas yang sempurna,
yaitu muslim, balig, laki-laki, merdeka, dan berakal. Adanya
persyaratan muslim adalah karena ia bertugas menjaga dan
memelihara agama dan dunia. Jika Islam adalah syarat
bolehnya kesaksian, Islam juga merupakan syarat dalam setiap
bentuk otoritas umum. Sementara balig itu karena anak kecil
tidak memilik kemampuan untuk menanggung tanggung jawab
yang sebesar itu dan juga anak kecil juga tidak dimintai
pertanggungjawaban atas tindakan dan perbuatannya.
Sedangkan laki-laki dikarenakan beban jabatan menuntut
kemampuan dan kekuatan yang besar yang tidak biasanya

dipikul oleh perempuan. Merdeka, hal ini disebabkan karena
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seorang budak tidak memiliki otoritas dan wewenang atas
dirinya sendiri selain itu status budak menjadikan terhalang
kesaksian seseorang. Dan yang terakhir ialah berakal, cerdas,
jauh dari gangguan lupa, lalai, dan lengah. Hal ini sudah
menjadi tuntutan bagi seorang pemimpin agar mampu
menyelesaikan hal-hal yang rumit dan sulit.

d. Berani dan ksatria, guna untuk melindungi wilayah negara,
melawan musuh, menjaga tanah air, melindungi rakyatnya.

e. Organ tubuh yang tidak ada kekurangan cacat dan sehat.
Karena ini bisa menjadikan seseorang tidak bisa dicalonkan
menjadi imam sebab berpengaruh pada kelayakan seseorang.

f. Adil dengan syarat-syarat yang universal. Maksutnya memiliki
integritas keagamaan dan moral. Dimana orang yang jujur
katanya, nyata sifat amanahnya, berhati-hati dan waspada
dengan kejelekan, terjaga kredibilitasnya. Serta memiliki
komitmen terhadap kewajiban-kewajiban syar’i dan menjauhi
kemungkaran.

g. Nasab. Calon imam harus berasal dari Quraisy.

Selain dari pada itu, dalam buku Hukum Tata Negara Islam
karangan Imam Amrusi Jailani menelaah Rancangan UUD (Masyr@’’
dustlir) Negara Islam pasal 19, versi Taqiyuddin An-Nabhani, tentang
syarat-syarat penguasa Negara Islam, yang berbunyi: “tidak

dibenarkan seorang pun berkuasa atau menduduki jabatan apa saja
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yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali orang itu laki-laki,
merdeka, balig, berakal, adil, memiliki kemampuan beragama
Islam.”'® Berdasarkan hal itu dapat diketahui bahwa syarat penguasa

Negara Islam adalah:

a. Penguasa harus muslim. Tidak boleh dijabat oleh non-muslim
seperti orang Kristen, Yahudi. Karena apabila menjadikan orang
kafir sebagai penguasa atas orang muslim, maka artinya memberi
jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang muslim.

b. Peguasa harus laki-laki. Haram dijabat oleh perempuan. Ini
berdasarkan hadis dari Abi Bakrah ra yang berkata, ketika
sampai kepada Rasulullah SAW.. bahwa rakyat Persia
menjadikan putri Kisra sebagai penguasa mereka, maka beliau
bersabda: “sekali-kali tidak akan pernah beruntung suatu kaum
yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada
seorang perempuan.”

c. Penguasa harus seorang balig. Karena apabila yang menjadi
penguasa adalah anak kecil akan memberatkan dirinya sendiri,
hal itu disebabkan anak kecil belum mendapat beban hukum,
sementara seorang penguasa diberi beban hukum untuk
menjalankan agama.

d. Penguasa harus berakal. Sebab penguasa adalah orang yang

menjalankan urusan-urusan pemerintahan dan menerapkan

18 Imam Amrusi Jailani, dkk.., Hukum Tata ..., 70.



37

kewajiban-kewajiban syariat, sedangkan orang gila sendiri tidak
sah mengatur dirinya apalagi mengatur urusan orang lain.

e. Penguasa harus adil. Bisa menjaga agama, harta dan kehormatan
dirinya.

f. Penguasa harus merdeka, bukan budak. Sebab budak adalah milik
tuannya.

g. Penguasa harus memiliki kemampuan. Sebab orang yang lemah
tidak akan mampu menjalankan amanah sebagai penguasa.
Kekuasaan itu kelak akan menjadi kehinaan dan penyesalan bagi

yang tidak berhak menerimanya. !°

E. Mekanisme Pemilihan Pemimpin

Catatan sejarah masa Nabi Muhammad Saw. tidak
memberikan tuntunan tentang bagaimana prosedur yang harus
dilakukan oleh umatnya untuk memilih dan mengangkat kepala
negara. Nabi Muhammad Saw. menyerahkan urusan ini sepenuhnya
kepada umat, asalkan tidak melanggar pesan-pesan moral yang
terdapat dalam Alquran dan hadis.? Seiring berjalannya waktu, untuk
pemilihan pemimpin terdapat berbagai macam variasi yang digunakan

untuk memilih kepala negara dan penguasa tertinggi. Hal ini sangat

19 Ibid., 70-74.
20 Jurnal Konsep Kekuasaan Kepala Negara Menurut Ketatanegaraan Islam oleh Agustina
Nurhayati, 22.
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penting untuk diketahui bersama, apakah penunjukkan pemimpin
terhadap penggantinya sebagai pengesahan atas kedudukannya atau
baiat yang diberikan oleh umat sepeninggal pemimpin yang telah
menunjuknya? Apakah baiat tersebut dilakukan oleh sekelompok

orang ataukah seluruh umat?

Menurut Imam Al-Mawardi, jabatan imamah (kepemimpinan)
dianggap sah dengan dua cara: pertama, pemilihan oleh ah/u al-hall wa
al-‘aqdi (parlemen). Kedua, penunjukkan oleh pemimpin sebelumnya.
Mengenai perbedaan jumlah keanggotaan ahlu al-hall wa al-‘aqdi
(parlemen) para ulama menganggap sah terhadap pengangkatan

imamah.

Lembaga ahlu al-hall wa al-‘agqdi (parlemen) minimal
beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat
pemimpin, atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi
pemimpin dengan restu empat anggota lainnya. Kelompok ini
berhujjah dengan dua alasan; perfama, bahwa pembai’atan Abu Bakar
ra dilakukan oleh lima orang yang sepakat menunjuk beliau, kemudian
diikuti oleh yang lainnya. Kelima orang tersebut adalah Umar bin
Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usain bin Hudhair, Bisyr bin
Sa’ad, dan salim mantan budak Abu Hudzaifah. Kedua, bahwa Umar
bin Khattab ra. membentuk lembaga syura dengan beranggotakan

enam orang kemudian dari keenam orang tersebut mengangkat salah
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seorang dari mereka untuk dijadikan imamah dengan persetujuan

kelima orang lainnya.

Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa pemilihan
imamah tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota ahlu al-hal I
wa al-‘aqdi (parlemen) dari setiap daerah, agar imamah yang mereka
angkat diterima oleh seluruh lapisan dan mereka semua tunduk pada
pemimpinnya. Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan Abu Bakar
ra. menjadi pemimpin. la dipilih orang-orang yang hadir dalam

pembaiatannya, dan tidak menunggu anggota yang belum hadir.

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa yang dikenal

dalam pemilihan pemimpin pada masa itu adalah:

®

Dibaiat oleh umat, seperti masa Abu Bakar ra.

b. Ditunjuk oleh penguasa sebelumnya, seperti kasus pengangkatan
khalifah Umar bin Khattab.

c. Dipilih oleh semacam tim formatur, yang dikenal ah/u al-hall wa
al-‘aqdi (parlemen). Seperti khalifah Usman bin Affan dan Ali
bin Abi Thalib.

d. Secara turun temurun, dengan mengangkat putra mahkota,

seperti pada Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan dinasti lainnya.
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Sementara menurut Taqgiyuddin An-Nahbani, mengenai

mekanisme pemilihan atau pengangkatan kepala negara ini ada

beberapa pendapat yaitu:?!

a. Sekelompok warga yang tinggal di wilayah pusat (ibu kota) atau

ahlu al-hall wa al-‘agdi yang ada di sana atau orang-orang yang
mewakili suara mayoritas kaum muslimin, atau gerakan yang
terpandang atau yang pantas untuk mengurusi khilafah, maka
setelah atau sebelum meninggalnya khalifah atau sebelum
diberhentikan atau setelah pengunduran dirinya, hendaknya perlu
berkumpul untuk mencalonkan satu atau beberapa orang yang
telah ditentukan sebagai kandidat untuk menduduki jabatan
kekhalifahan. Kemudian mereka mencoba untuk memilih salah
satu diantara mereka dengan cara apapun yang dianggap

representatif.

. Apabila seorang khalifah ajalnya telah dekat, maka khalifah

melakukan musyawarah dengan ahlu al-hall wa al-‘aqdi atau
tokoh masyarakat lainya untuk dijadikan khalifah penggantinya,
baiat atas khalifah tersebut harus dilaksankaan. Cara ini seperti
yang pernah ditempuh oleh khalifah Abu Bakar. Hal ini
dilakukan oleh Abu Bakar karena trauma umat atas peristiwa di
Saqifah Bani Sa’adah telah mendorong untuk mempersiapkan

penggantinya. Walaupun demikian Abu Bakar tetap meminta

2 Ibid., 22-23.
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masukan dari para senior. Kemudian mereka akhirnya
mendapatkan kandidat yakni Umar dan Ali. Setelah beliau
mendapatkan kepastian pendapatnya tentang Umar, barulah
beliau meminta pendapat umat Islam secara terbuka. Maka Umar
bin Khattab kemudian di baiat secara penuh setelah khalifah Abu

Bakar Wafat.

. Khalifah dapat menunjuk beberapa orang baik karena inisiatifnya
sendiri atau karena permintaan rakyat atau pihak lain. Seperti
yang terjadi pada khalifah Umar bin Khattab yang sebelum
menghembuskan nafas terakhir sempat menunjuk beberapa
penggantinya kelak. Setelah khalifah Umar wafat, beberapa
orang yang telah ditunjuk tersebut segera mengadakan
musyawarah, dimana hasil musyawarah memunculkan dua orang
kandidat yang sama-sama mendapat dukungan kuat, yaitu Usman
bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah musyawarah
Abdurrahman bin Auf turun ke lapangan dan menanyakan kepada
masyarakat satu persatu, tetapi hasilnya tetap seimbang, maka
kemudian beliau menyerukan kepada seluruh rakyat laki-laki dan
perempuan untuk datang ke masjid tempat biasanya memberikan
pengumuman. Karena Ali bin Abi Thalib tidak bersedia untuk
terikat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh khalifah

sebelumnya (Abu Bakar dan Umar bin Khattab) sedangkan
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Usman bersedia, maka dengan demikian yang terpilih adalah

Usman bin Affan.

. Setelah meninggalnya seorang khalifah, sekelompok kaum
muslimin atau ahlu al-hall wa al-‘aqdi, atau kelompok yang
mempunyai kekuatan dapat mendatangi orang yang dipercaya
memegang jabatan tersebut, maka barulah dapat diambil suatu
baiat secara terbuka. Suara mayoritas umat Islam telah sepakat
untuk membai’at ali sebagai pengganti Usman bin Affan, maka
dengan demikian sahlah permbaiatan terhadap khalifah Ali bin

Abi Thalib.

. Setelah negera telah berdiri dan di sana telah terdapat majelis
umat yang mewakili umat Islam dalam menyampaikan suara
serta mengoreksi penguasa, dimana para anggota dari kalangan
muslimin yang ada dalam majelis tersebut telah melakukan

pembatasan terhadap jumlah kandidat.

Adanya Rasulullah  Saw. tidak menjelaskan kepada
manusia tentang mekanisme dan tata cara pemilihan pemimpin
guna untuk kebebasan umat dalam mengambil langkah yang bisa
mewujudkan kemaslahatan, karena yang terpenting adalah
pemimpin pemerintahan melaksanakan kewajiban-kewajibannya
dan tugas-tugas keagamaan serta duniawinya sekaligus tetap

dalam pengawasan umat sehingga tidak ada seorangpun yang
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memiliki keyakinan bahwa jabatannya bukan dari Allah Swt. dan
bukan menempati posisi nabi. Berikut metode pemilihan pada

masa Khulafa ar-Rasyidin:

a. Abu Bakarr.a.

Abu Bakar r.a. ini merupakan khalifah pertama setelah
Rasulullah wafat. Pemilihan Abu Bakar ini melalui diskusi dan
perdebatan yang tajam antara kaum Muhajjirin dan kaum
Anshar di Saqifah bani Sa’idah. Setelah mendengar perdebatan
yang terjadi, Abu Bakar mulai berbicara dengan tenang dan ia
mengingatkan bahwa bukankah Nabi pernah bersabda: “al/-
aimmah min Quraisy’ (kepemimpinan itu berada di tangan
suku Quraisy). “Kami pemimpin (umara) dan kalian
“menteri/pembantu ( Wizara). Telah bersabda Rasul bahwa

dahulukan Quraisy dan jangan kalian mendahuluinya.”??

Abu Bakar tak lupa mengingatkan pada kaum Anshar
akan sejarah pertentangan kaum Khazraj dan aus yang bila
meletup kembali (dengan masing-masing mengangkat
pemimpin) akan membawa mereka semua ke alam jahiliyah
lagi. Kemudian Abu Bakar menawarkan dua tokoh Quraisy,
Umar dan Abu Ubaidah. Keraifan Abu Bakar dalam berbicara

ditengan suasana penuh emosional rupanya mengesankan

22 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkdm Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelengaraan Negara dalam
Syari’at Islam (Bekasi: PT. Darul Falah, 2016), 4.
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mereka yang hadir. Umar menyadari hal ini dan ia mengatakan
pada mereka yang hadir bahwa bukankah Abu Bakar yang
diminta oleh nabi untuk menggantikan beliau sebagai imaam
shalat bilamana nabi sakit? Umar dan Abu Ubaidah segera
membaiat Abu Bakar tapi mereka didahului oleh Basyir bin
Sa’ad, seorang tokoh Khazraj, yang membaiat Abu Bakar.
Kemudian yang hadir di safigah, semuanya memberi baiat Abu

Bakar.

b. Umar r.a.

Menjadinya Umar r.a. sebagai khalifah kedua untuk
memimpin umat ialah atas rekomendasi dari Abu Bakar ash-
Shiddiq r.a. dalam bentuk surat wasiat yang sebelumnya telah
dilakukan musyawarah dengan ahlu a/-hall wa al-‘aqdi. Dan ini
telah disetujui oleh kaum Muslimin dengan membaiat Umar
bin Khaththab r.a. untuk menggantikan posisi Abu Bakar ash-

Shiddiq r.a.?

Dipilihnya Umar bin Khaththab r.a. oleh Abu Bakar
ash-Shiddiq r.a. untuk menggantikannya dikarenakan pada
saat itu Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.merasa bahwa ajalnya
sudah semakin dekat, ia berharap ada seorang pemimpin yang

melanjutkannya selagi masih hidup. Hal ini dikarenakan